Implementasi Undang-Undang Desa dalam
Pembangunan Berkelanjutan

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tidak lepas
dari upaya pemerintah untuk mengakui dan memberdayakan desa sebagai entitas otonom dalam
pembangunan. Sejak era reformasi, desa dianggap sebagai ujung tombak pembangunan nasional,
namun seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. UU
Desa hadir sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, dengan memberikan kewenangan dan anggaran
yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Tujuannya jelas:

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal.
Tujuan dan Fungsi UU Desa

UU Desa memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat desa
dalam mengelola sumber daya alam dan keuangan desa. Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan. Ketiga, mendorong pembangunan berkelanjutan  yang
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fungsi UU Desa adalah sebagai payung
hukum yang memastikan desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan

mengawasi pembangunan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UU Desa menekankan pentingnya pembangunan yang
tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan
keadilan sosial. Misalnya, melalui dana desa yang dialokasikan setiap tahun, desa dapat membangun
infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, sekaligus memastikan bahwa pembangunan

tersebut tidak merusak ekosistem alam.
Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi UU Desa

Pemerintah desa memegang peran kunci dalam implementasi UU Desa. Sebagai pelaksana kebijakan
di tingkat akar rumput, pemerintah desa bertugas merencanakan program pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal. Proses perencanaan ini harus melibatkan partisipasi
aktif masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga keputusan yang diambil benar-benar

mencerminkan aspirasi warga.

Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab mengelola dana desa secara transparan dan
akuntabel. Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana digunakan
secara efektif untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Misalnya, dana desa dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan, kesehatan, atau program

pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro.



Dampak Implementasi UU Desa

Implementasi UU Desa telah membawa dampak signifikan bagi pembangunan desa. Pertama, terjadi
peningkatan kualitas infrastruktur dasar di banyak desa, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, karena mereka merasa
memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat aktif. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mulai
menjadi prioritas, dengan banyak desa yang mengembangkan program-program ramah lingkungan

seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan konservasi sumber daya alam.

Namun, tantangan masih ada. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola
dana dan program pembangunan secara efektif. Masih ditemukan kasus korupsi dana desa, serta
ketidakmerataan pembangunan antar-desa. Di sinilah peran pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan,
untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pemerintah desa agar mampu menjalankan

tugasnya dengan baik.

Kesimpulan

Implementasi UU Desa dalam pembangunan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk
mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Pemerintah desa memegang peran sentral dalam
mengelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat. Meskipun masih ada tantangan, dampak positif UU Desa telah dirasakan oleh banyak
desa di Indonesia. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah
pusat/daerah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar

berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.



